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A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti 

maka dapat ditarik Kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK 

di Kota Padang dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum dalam 

bentuk rehabilitasi, perawatan medis, psikologis dan konseling juga 

penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban. Perhatian dan 

perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum terhadap 

Perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Dinas Sosial dapat 

melakukan penyelesaian bantuan pembinaan psikologis dan konseling. 

Korban tidak tau cara melapor ke kantor polisi dan takut di kenakan biaya.   

Padahal kenyataannya untuk melaporkan suatu tindakan pidana kekantor 

polisis tidak di pungut biaya hal ini sudah diatur dalam ketentuan kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

2. Kendala yang ditemui Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan korban 

tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebgai PSK 

dipengaruhi oleh subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum 

Dari aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perlindungan korban kejahatan sudah lengkap. Dari 

asfekstruktu hukum bisa dikatakan telah ada sinergi antara Kepolisian 

dan Dinas Sosial. Kendala utama adalah tentang budaya hukum 

masyarakat tentang pengetahuan tentang hak korban dan persepsi 

negatif tentang polisi.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas maka saran 

yang dapat penulis berikan sebagai akhir dari seluruh penulisan ini adalah:  

1. Agar dari pihak kepolisian harus melakukan penyuluhan hukum pada 

Masyarakat dari Tingkat desa dan tingkat kecamatan supaya berkurangnya 

tingkat kejahatan perdagangan orang dan Polisi harus melakukan Razia 

secara berkala di tempat hiburan dan Hotel-Hotel kelas Melati dan juga 

Hotel berbintang. 

2. Pentingnya penanaman moral dan nilai-nilai agama di lingkungan keluarga 

dan orang tua Agar dapat saling menjaga dan menasehati supaya tidak 

terjadi penyimpangan perilaku serta perlunya ditanamkan pengetahuan 

tentang bahayanya pergaulan seks di luar pernikahan. 

3. Agar pemerintah setempat seperti kecamatan desa dan kelurahan supaya 

memberikan penyuluhan agama seperti diadakan disetiap Mesjid atau / 

Mushala diadakan wirid remaja agar mereka punya ilmu agama dan bisa 

mengontrol diri mereka dari hawa nafsunya dan perbuatan menyimpang. 

Dibekali keterampilan kerajinan tangan. Agar Meraka produktif bisa 

menghasilkan dan membiayai dirinya sendiri.
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